
KEMENTERIAN I,INGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan
mengoptimalkan upaya Pengarusutamaalr Gender secara
terpadu dan terkoordinasi, perlu dilakukan pengawasan
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

b. bahwa pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam suatu
pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi
Pengarusuta-rnaan Gender khususnya Pelaksanaar,
Perencanaar dan Penganggaran yang Responsif Gender;

c. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratural
Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanal tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenta-ng Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Disknminasi
terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277);

/3. Undang-Undang.....
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangafi

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25,
Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
46ral;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (Lembalan Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2O1O tentang
Kedudukan, T\:gas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahal Kelima
atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentanS
Kedudukan, T\rgas, dalr Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, T\:gas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 25);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 15 Nomor 3);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7);

10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

ll.lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yan g Berkeadilal;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK-O212077
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja
da-n Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran;

13. Peratura-n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuta-nan Nomor
P.18/MenLHK-ll /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

/ 14. Peraturan Menteri.
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Menetapkan

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.83 /MenLHK-Setjen/ 2015 tentang Penyelenggaraan
Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20 16 Nomor 88)

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1 /512077 tentang Pedoman
Pelaksalaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

16. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P. 04l ITJEN/ SETITJEN/ OTL I 12 I 20 17
tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja atas Pelaksanaan
T\rgas dan Fungsi Satuan Kerja Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN
PERATURAI{ INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAI{
PENGAVIASAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAA.IT GENDER
LII{GKUP KEMENTERIAN LINGKIJNGAN HIDT'P DAN
KEHUTAI{AN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Akses adala.I peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk
mendapatkan kemudahal di sega.la bidang pembangunan.

b. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang
respon terhadap kebutuhan perempu€rn dan lakiJaki yang
tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dal keadilan
gender.

c. Analisis Gender adalah proses identifrkasi isu-isu gender
yang disebabkan karena adanya pembedaan peran dal
kesenjangan hubungan sosial antara perempuan dan laki-
laki serta implikasinya pada pembedaan dalam memperoleh
akses, manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi
dalam pembangunan serta penguasazrn terhadap sumber
daya.

d. Gender adalah perbedaal-perbedaan sifat, peranan, fungsi,
dan statu s antara perempuan dan laki-laki yang bukan
berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan
relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur
masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan
konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai
perkembangan zamal.

e. Gender Budget Statement (GBS) ada-lah dokumen
pertanggungawaban spesifrk gender yang disusun
pemerintah yang menunjukkan ketersediaal instansi untuk
melakukan kegiatan berdasarkal kesetaraan gender dan
mengalokasikan anggzrran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

/f. Gender Budget.....
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[. Gender Budget adalah sebuah pendekatan yang digunakan
untuk melihat dan men)rusun anggaran sebagai sebuah
kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang
berhubungan dengar perempuan. Selain dapat digunakan
untuk melihat sekilas jarak antara kebijal<an dan
sumberdaya gender budget yang merupakan sebua_h
pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang
masyalakat digunakal berdasarkan kesetaraar gender.
lsunya bukal apakah kita mengeluarkan uzrng yang sarna
pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-
laki tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan
perempuan dan laki-laki.

g. Isu Gender ada-lah suatu kondisi yang menunjukkan
kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan
gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan
membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi
normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya
(kondisi subyektifl.

h. Kesetaraan Gender adalah kesamaan status, kondisi dan
posisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh
kesempatan dart hak-haknya sebagai ma_nusia, agar mampu
berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan poliUk, ekonomi,
sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keannanan nasional
dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya
seimbang.

i. Kontrol ada,iah kemampuan perempuan dan laki-laki untuk
mengambil keputusan dalam pembangunan da:l dalam
penguasaan sumber daya pembanguna-n.

j. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi ketika perempuan
atau laki- la-ki tidak dapat menerima akses, partisipasi,
kontrol dal manfaat (APKM) pembanguna:r secara adil.

k. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dalr makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

l. Kehutanan ada.lah sistem pengurusan yang bersangkut paut
dengan hutan, kawasa:r hutan, dan hasil hutan yang
diselenggarakan secara terpadu.

m. Manfaat adalah hasil yang dirasakan dan dinikmati
perempuan dan laki-laki dari pembangunan.

n. Netral Gender ada-lah kebijakan/program/kegiatar atau
kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis
kelarnin.

o. Kebij akan / Program Gender adalah kebijakan/program yang
responsif terhadap aspek-aspek yang memperhatikan kondisi
kesenjangan dan upaya mengangkat isu ketertinggalan dari
salah saru jenis kelamin' 

/q. partisipasi.....
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p. Partisipasi adalah keikutsertaan bagi perempuan dan laki-
lafti rlal4n setiap tahapan pcmbangunan.

q. Percncanaan adalah proses penentuan tindakan-tindakan
masa depan yang tcpat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan.

r. Perencsnaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan,
penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam
pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan
arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan
kehutanan untuk sebesar-besarnya. kemakrnuran' rakyat
yang berkeadilan dan berkelanjutan.

s. Perencanaan Responsif Gender adalah p€rencanEran yang
disusun dengan mcmpertimbanglan empat aspek yaitu
APKM yang dilakukan secara setara antara perempuan dan
Iaki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu
mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan pe, rnasalahan
perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penl rsunErnnya
maupun dalam pelaksanaan kegiatal.

t. Pengarusutarnaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi
yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu
dimensi integral dari penencanzurn, penyusunan,
pelaksanaan, peanantauan dan evaluasi atas kebijakan dan
program pemban gunan nasional.

u. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender IPPRG]
adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau
kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat
pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan
untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

v. Prasyarat Pelaksanaan Pengarusutaraaal Gender adalah
syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan PUG agar
berjalan dengan baik.

w. Penga.wasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan
dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan
peraturan perundang-undangan-

x. Aparat Pengawasan lntern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibe ntuk
dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di
Iingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah,
yang antara lain adaJah, Inspektorat Jendcral pada
Kementerian/lrmbaga.

y. Inspelrhrr Jenderal adalah pimpinan Eselon I yang
membidangi p€ngawasan internal di lingkup Kementerian
Linglungan Hidup dan Kehutanan

/Pasal 2.....
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Pasal 2
Dengan Peraturan Inspekhrr Jenderal disusun Pedoman
Pengawasan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebagaimana tcrcantum dalam Iampiran yang menrpakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 3

Pedoman Pengawasa;r Pelaksanaan PUG rlirnaksudkan untuk
memberikan acuan bagr pengawas, pelaksana, dan pihak-pihak
yang terkait dengan pengawasan untuk melakukan pengawasan
pelaksanaan PUG.

Pasal 4
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PUG bertujuan untuk
menguatkan pelaksanaan PUG di lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pas€l 5
Pengawasan pelaksanaan PUG dapat dilaksanakan bersamaan
dengan pelaksanaan reviu RKA-K/L atau audit kinerja.

Pasal 6

Pendanaan pengawasan pelaksanaan PUG bersumber dari
anggaran DIPA Inspe}ctorat Jenderal Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan atau sumber lainnya yang sah.

Pasa] 7

Peraturan Inspektur Jcrderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditctapkan di : Ja-karta
t.-ggal : 27 Sept€mber 2018

r Jenderal,

Asaad, MP., MH.
19 198511 1001

RAl

i*
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LAMPIRAN I
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR:
P.Os/rrJEN/SETTTJEN/KUM. 1 /09 / 2018
TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I
PEI{DAIIT'LUAN

1.1 Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pen garu su tamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh
Menteri/Kepala Lembaga non-Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota
seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengaa
dituangkannya PUG dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2O15
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019, bahwa PUG merupakan salah satu strategi pembangunan nasional
yang mengintegrasi perspel.Lif gender dalam bidang-bidang pembangunan.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pada tahun 2013 telah ditetapkan
Strategi Nasional (STRANAS) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui
Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.27O/M.PPN/ 7l /2012,
Menteri Keua-ngan No.SE-33MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri
No.050/4379A/ 2072 dan Menteri PP dan PA No.SE46/MPP-PA/71/2072
dalam STRANAS tersebut di atas, seluruh Kementerian /Lembaga atau K/L,
dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan melaksanakan
PPRG dengan mengacu kepada matrik kesepakatan dalam STRANAS. Saat
ini, sedang dilakukan kajian untuk menindaklanjuti dan mengembangkan
STRANAS tersebut karena habis masa berlakunya. Selanjutnya, keempat
kementerian tersebut menjadi Tim Penggerak PPRG baik di pusat maupun
di daerah. Saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang me-reuieu kebtakan
tersebut untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

Di tingkat Pusat, PPRG secara teknis telah menjadi bagian dari mekanisme
penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangal (PMK)
tentang Petunjuk Penyrrsunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA KlLl yang dikeluarkan setiap tahun oleh
Kementerian Keuangan. Salah satu aspek yang diatur dalam PMK tersebut
adalah integritas Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penganggara-n.
Untuk itu, dalam melal<ukan penelitian terhadap RKA K/L, Inspektorat
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Jenderal juga harus memastikan kualitas dan relevalsi ARG dalam Sistem
Penganggaran.

Namun demikian, PPRG yang telah dilakukan oleh K/L yang bertujuan
untuk mempercepat pelaksanaan PUG tersebut, belum terintegrasi
sepenuhnya di da-lam pengawas€rn sehingga belum efektif mendukung
kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penting kiranya memperkuat peran
dari Inspektorat Jenderal. Penguatan peran tersebut diuwujudkan dalam
bentuk penyusunan pedoman pengawasan pelaksaan PUG lingkup KLHK.

1.2 Makeud dan Ttjuen

a. Maksud
Maksud disusunnya Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PUG adalah
untuk memberikal acuan bagi APIP dalam melakukan pengawasan
pelatsanaan PUG.

b. TuJuan
Tujuan Pengawasan terhadap pelaksanaal PUG adalah untuk
menguatkan pelaksanaan PUG dengan :

1) memastikan r )tD (E)alitA assurancel atas penyelenggaraan pUG;
2) mendorong komitmen pimpinan dalam melaksanakan PUG;
3) memastikan program/kegiatan telah responsif gender;
4) memastikarr ketersediaan instrumen PPRG; dan
5) mengoptimalka-n efektifitas pelaksanaan PUG.

1.4 Sasaran

Sasaran pedoman ini mencakup Perencanaan, Penyusunan, pelaksanaan,
Pemantauan dan Evaluasi kegiatal Pengarusutamaan Gender lingkup
Kementerian Linglorngan Hidup dan Kehutanan
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1.3 Ruang Ltngkup

Ruang lingkup Pengawasan Pelaksanaan PUG meliputi :

a) Reviu;
b) Pemantauan;
c) Evaluasi;
d) Audit; dan
e) Pengawasan Lainnya.



2. I PengaruButatlaatr Geader dalatn Pembengule!

Gender merupakan pandangan baku masyarakat terhadap peran, fungsi,
dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai konstruksi sosial.
Perbedaan perempuan dan laki-laki berakibat pada perbedaan sikap,
pengetahuan, permasalahan, dan pengalaman yang dialaminya juga
berbeda. Tidak jarang perbedaan tersebut menimbulkan kesenjangan satu
sama lain. Kesenjangan serupa juga terjadi anlarkelompok masyarakat,
seperti kesenjangan antarstatus sosial yang kaya dan yang miskin,
kesenjangan antarkelompok umur, kesenjangan akibat keterbatasan fisik.
Berbagai kesenjangan ini selayaknya menjadi pertimbangan dalam
pembangunal, agar sedikit demi sedikit dapat terkurangi sehingga seluruh
warga negara mendapatkan perlalnran yang sama. Salah satu strategi untuk
mengurangi kesenjangan ini adalah melalui Pengarusutamaan Gender
(PUG).

PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspelitif gender dalam
pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaian,
pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, progr.rm,
dan kegiatan pembargunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan
gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan
merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik lakilaki maupun
perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi
kesenjangan altara penduduk laki-la-ki dan perempuan dalam mengakses
dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan kepurusan
dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan
program pembangunan (RPJMN 20f 5-2O 19).

PUG di Indonesia pertarna kali diatur da,1am Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2O0O tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional yalg merupakan landasan bagi pelaksanaan PUG, baik di tingkat
pusat maupun daerah. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah dan Kepala Daerah baik Provinsi
maupun Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG.

PUG dilaksanakan dengan memenuhi tujuh prasyarat PUG yang terdiri dari
komitmen, kebijal<an, kelembagaan, sumber daya, data pilah, alat ala-lisis,
dan partisipasi masyarakat. Prasyarat ini merupal<an input yang harus
diimplementasikan sehingga menghasilkan keluaran-keluaran yang
berkontribusi pada berkurangnya kesenjangan gender di sektor-sektor
pembangunan. Kontribusi yang dimaksud diharapkan tidak hanya
menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan praktis, tetapi juga
berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah strategis yang terkait
dengan relasi gender. Pelaksanaan PUG tidak hanya berhenti pada
pemenuhan prasyarat saja, akan tetapi diharapkan dapat meningkatkan
ketepatan sasaran dalam pembaagunan. Sehingga pembangunan bukan
saja ekonornis, ehsien, dan efektif, tetapi juga berkeadilan. Tabel 2.1 di
bawah ini menjelaskan tujuh prasyarat PUG.
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PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER



2.2 Integrasi PUG dalam Perencanaan dan peDganggeran

Kesenjangal gender tersebar di berbagai bidang. Untuk mempercepat
pelaksanaan PUG, ma_ka perspektif gender perlu diintegrasikan daJam
perencanazrn dan penga-nggaral di sektor-sektor pembangunan. Kedua
tahapan ini sangat menentukan bentuk atau profrl ApBN. Upiya percepatan
ini disebut dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif glnder
(PPRG).

Perencalaan dan pengarggaran di Indonesia didasarkal pada Undalg_
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan
Nasiona.l dan Undang-Undarg Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuLgan
Negara. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di pemerintah pusat
sebagaimana dijelaskan melalui Gambar 2.1 di bawah ini.

Tabel 2. 1 Prasyarat PUG

Renstra
KIL Renstra

Reasba
KIL

Renstra Renstra

PERENCANAAN

Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga,
misalnya komitmen yang tertuang dalam Renstra.
Adarrya kerangka kebijakal sebagai wujud komitmcn
pemerintah yang ditujukan bagi peru.ujudan kesetaraan gender
di berbagai bidang pembangunan. Misah.rya, kebijalan,
stratcgi, program, panduan, juklak/juknis, dll.
Adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung
pelaksaxaan PUG, seperti Pokja PUG, focql poiri, Sekretariat
PPRG, fonlm, dan Tim ARG.

Adarya sumber daya yang memadai

merespon kesenjangar gender {ARG

. Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan,
pengetahuan, dan keterarDpilan analisis gender

. Sumber dana yaig memadai untuk pelaksanaar pUG dan
anggafan program/kegiatan yang dialokasrkan untuk

, yaitu

).

Adanya Sistem Informasi
kelamin, usia, wilayah, da-rl

dal1 Data Terpilah menurut jenis
katego.i larn yang mendukung.

, serta
monitorin
Ad at ana.lisls tuun k eren canaanp anp

darr evalu asl.
Adanya dorohgan dan keterlibatan masyarakat
pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Renstra
K/L

Reastra
KIL

Gambar 2.1 Sinkronisasi Perencalaa:.r dan pengaaggaran pemerintah pusat
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Gambar di atas menggambarkan sinkronisasi perencarnaan dan
penganggaran dimana dapat dilihat keterkaitan antara perencanaan dan
penganggaran. Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan
untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran menggambarkan
bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan
tersebut.

Perencanaa-n Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilal
dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki da-1am aspek akses,
partisipasi, kontrol, dan manfaat pemba.ngunan dengan melakukar a;ra-lisis
gender. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi,
kebutuhar, permasalahan serta pengalaman perempuan dan laki-laki, baik
dalam proses pen1rusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam
konteks perencanaan tingkat Pusat, PRG ini direfleksikan da-lam Dokumen
RPJMN, RKP, Renstra K/L, dan Renja K/L. RPJMN telah seca-ra tersirat
menyebutkan bahwa PUG merupakan salah satu strategi pengarusutamaan
dalarn pembangunan nasional, oleh ka.:renanya harus dipedomani dalam
menyusun Renstra K/L, dengan menerjemahkannya sebagai strategi yang
digunakan dalam pembangunzrn di sektor yang bersangkutan, dan
kemudian dijabarkan dalam Renja K/ L, serta dia-lokasikan Erngg€rzrnnya
dalam APBN.

Perencanaan Responsif Gender yang dilanjutkan dengan Penganggaran
Responsif Gender (Selanjutnya disebut Perencanaa-n dan Penganggaran yang
responsif Gender/PPRG) diharapkan dapat menghasilkan Anggaran
Responsif Gender (ARG) yang direfleksikan dalarn dokumen APBN, dimana
kebijakan pengalokasian anggzrrzrn disusun untuk mengakomodasi
kebutuhan. yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Tujuan implementasi PPRG,
Dengan mengimplementasikaa PPRG diharapka-n perencanaal dan
penganggaran dapat:

1l Memcnuhl Aspek Ekonomts, EfeKtf, dau Efislen
Setiap Kegiatan yang ditaging responsif gender harus memenuhi
prinsip 3E.
Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran,
kondisi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan lal<i-laki.
Dengan demikian, ana-lisis gender akan menguraikan dan
memberikan jawaban yang tebih tepat untuk memenuhi kebutuhan
perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan
anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk
mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan
target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan, dan
bagaimana program/ kegiatan akan dilakukan.

2l Menguraugi Kesenjangan Tingkat Penerlma Menfaet
Pembaagunaa lESultSl
Dengan analisis situasi/ anaJisis gender dapat diidentifikasi adanya
perbedaan permasalahzLn dan kebutuhan antaJa perempuan dan
laki-laki sehingga dapat membantu para perencana maupun
pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam

a
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ra-ngka menjawab permasalahan dan kebutuha-n yang berbeda
sehingga hasil pembangunan dapat bermanfaat secara lebih adil.

2.3 Prinslp-Prtastp PPRG

Pelaksanaan PPRG menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Syarat utama untuk melal<sanakan PPRG adalah kemauan politik dan
komitmen dari pembuat kebijakan publik.

b. Penerapan PPRG fokus pada program dan kebijakal dalam rangka:
1) Penugasa-n prioritas pembangunan nasional dan pencapaian

Sustainable Deuelopment Goals (SDGs);
2) Pelayanan kepada masyarakat lseruice deliueryl berdasarkan

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan/atau
3) Pencapaian visi dan misi pembangunan.

c. ARG bukan fokus pada perencaaaan dan penyediaan anggaran dengan
jumlah tertentu untuk PengarusutEunaan Gender saja, tapi lebih luas
lagr, bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat
memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip
tersebut mempunyai arti:
1) ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk

perempuan dan laki-1aki;
2) ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjalgan

status, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki;
3) ARG bukanlah dasar atau alasan yang dapat dijadikan untuk

meminta tambahan alokasi anggaran;
4) ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang

dikhu suskan untuk program perempuan;
5) ARG bukaa berarti ada jumlah program dan alokasi dana 507o untuk

perempuan dan 50% untuk laki-laki da-lam setiap kegiatan.

Dengan demikian, ARG yang diharapkan adalah setiap program/kegiatan
yang terkait dengan pelayanan {service deliueryl, mendukung prioritas
pembangunan nasional, serta percepatan pencapaian SPM dan SDGs harus
responsif gender. Sedangkan, program/kegiatan responsif gender yarrg
dimaksud adalah:

a. Program/kegiatan yang dalam proses penlrusunannya dilakukan analisis
gender, yaitu:
1) Menggunakan data pembuka wawasan;
2) Program/kegiatan yang disusun terkait secara logis dengan masalah

yang ingin diatasi;
3) Mengakomodasi kebutuhan praktis dan strategis gender.

b. Program/kegiatan yarrg memiliki indikator kinerja yang memenuhi
kriteria SMART lSpecific, Measurable, Achieuable, Realistic, Timeboundl.

c. Program/kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan
menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dal berkeadilan dalarn
penyusunan anggarannya.

d. Program / kegiatan responsif gender ditandai dengan adany a Gender
Budget Statemenl (GBS) pada tahap penganggarannya.

12



2,4 Tab^paD dau Instrumen PPRG

PPRG dilakukan melalui alalisis gender dan pen5rusunan GBS. Hasil
analisis gender yang dilakukan dan GBS yang dibuat menjadi acuan dalam
menJrusun seluruh dokumen penganggar€rn. Analisis gender diintegrasikan
ke da-lam dokumen perencanaan baik itu yang bersifat nasional seperti
RPJMN, maupun di tingkat K/L seperti Renstra K/L dan Renja K/L. Hasil
analisis gender secara konsisten mempengaruhi dan drjabarkan dalam
dokumen lainnya. Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah (lima tahunan), isu-isu gender dalam RPJMN dijabarkan lebih
lanjut dalam Renstra KlL. Dalaln dokumen perencanaan pembangunan
tahunan, isu gender diidentifrkasi dan direncanakan melalui
program/kegiatan Renja K/L untuk mengurangi kesenjangannya.
Selanjutnya, hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan dituangkan
dalam dokumen pengzrngga-rnn sebagai respon dari sisi alokasi anggaran,
RKP dituangkan dalam RAPBN dan Renja K/L dituangkan dalam RKA K/L.
Untuk memastikal bahwa penganggaran sudah merespon kesenjalgan
dalam analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa ada alokasi
anggaran dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasa-lahan
kesenjangan gender. Pernyataan ini ditu angkan dalam GBS yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari RKA K/L.

Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam penyusunan PPRG:

a. Menganalisis adanya isu kesenjangan gender dalam output ke1ratal:.
Pada proses ini diperlukan perangkat untuk melakukan analisis gender
dengan menggu nakan Gender Analisis Pothtuog (GAP) atau perangkat
analisis gender lainnya. Pen)'usunan GAP mengacu pada Juklak PPRG
untuk Pemerintah Pusat yang merupakan Lampiran 1 dari Surat Edaran
Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/ 7l /2012, Menteri
Keuangan No. SE33 /MK.O2 /2012, Menteri Dalam Negeri No.
O5O|4379A/2O12 dan Menteri PP&PA No. SE 46IMPP-PA /71/2012
tentang Percepatan Penga-rusutamaan Gender melalui Perencanaan dan
PenganggaJan yang Responsif Gender. Adapun komponen-komponen
yang ada dalam analisis gender dengal GAP adalah sebagai berikut:

1) Na.na
KcbrjakEn/
Program /
Kegiatan

2) Data
Pembuka
Wawasarr

Merupakan langkah 1;

Berisi nama kebijakan/program /kegiatan yang dipilih untuk
analisis berikut tujuan dan sasarart-
Kebija.kan/pro8ram/kegiatan yang dipiuh merupakal
kebij akan / program / ke giata! yang:
a) mendukung pencapaian priontas pembangunan nasional

dan targct-target SGDs;
b) merupakan priontas pembanSunan K/L;
c) mempunyd alokasi anggaran yang besar;
d) penting terkait isu gender.

Merupatan largkah 2;
Berisi data terpilah menurut jenis kelanin dan usia atau data
terkait isu gender. Data dapat berupa hasil kajian, riset, dan
evaluasr yang digunaka-n sebagai pembuka wawasan untuk
melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif
maupun kuantitat0. Jika data terpilah tidak tersedia, dapat
menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.
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3) Faktor
Kesenjangan

6) Reformasi
Tujuarr

7) Rencana Aksi

8) Basis Data

9) Indikator
Kinerja

Merupakan langkah 3;
Berisi hasil identifrkasi faktor-faktor penyebab kesenjangan
berdasarkan:
a) akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program

pembangunal telah membenl<ar ruang dart kesimp-atan
yang adil bagi perernpuan dan laki-laki;

b) partisipasi, yaitu identifrkasi apakah kebijakan atau
program pembangunan melibatkan secara adil bagi
perempu.rn dal laki-laki dalam menlruarakal kebutuhan,
kendala, termasuk dalam pengambita-n keputusan;

c) kontrol, yartu identifikasi apakah kebijakan/program
memberikan kesempatan pcnguasaam yang sama_ kcpada
perempuan dan laki-laki untuk hengorrtrol sumber daya
pembangunan;

d) manfaat, yartu identifikasi apakah kebijakan /prograrnmemberikan manfaat yang adil bagi perempuan d-an laki_
Iaki.

Merupakan langkah 4;
Berisi sebab kcsenjangan di intcmal lembaga (budaya
orgalisasi yang menyebabkal te4adinya isu gender).
Merupal<arr La-ngka}l 5;
Berisi sebab kescnjangan di ekstcrnal lembaga, yaitu di tuar
unit ke4a pelal<sana program, sektor lain, dan
masyarakat/lingkungan targct program.
Merupakan langkah 6;

Merupakan langkah 7;

Merupakan langkah 8;

Merupakan lalgkah 9;
Berisi indikator kinerja yang mencakup capaiar, output
maupun ourcome yang mengatasi kesenjalgan gender di
langkah 3, 4, dan 5.

untuk mempermudah pemahaman dan alur
disusun dalam Tabel 2.2 seperti di bawah ini:

pikir, hasil analisis GAp

l4

4) Scbab
Kcsenjangan
Internal

5) Sebab
Kesenjangan
Ekstema.l
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b. Menyrrsun Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran
Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggarari Responsif Gender
(Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif
gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikal
suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan
apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan
bersangkutan untuk menanga-ni permasalahan gender tersebut.

GBS disusun pada saat persiapan pen1rusun.rn RKA K/L. GBS memuat
komponen-komponen sebagai berikut:

I ) Kebijakan / Program/Kegiatan
Merupakal informasi mengenai kebijakan/program/kegiatan telah
diana-lisis dan dialokasikan :rnggarzrnnya untuk merespon isu gender,
dimana rumuszmnya sesuai hasil restrukturisasi program/ke giatan
yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program
yang dicantumkan merupakan progrErm multigears, maka GBS
disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaizrn
sesuai dengan capaian program.

2) Analisis Situasi
Berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan
ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasllkan output.
Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan,
dan penyebab permasala-han kesenjangan gender, serta menerangkan
bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai
pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir
dari iangkah GAP disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat,
dan mudah dipahami. Isu gender dapat diidentihkasi melalui aspek
akses, parLisipasi, kontrol, dan manfaat.

3) Rencana Aksi
Terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang
diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Kegiatan yang
dicantumkan merupakan kegiatan prioritas yang secafa langsung
mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender.

4) Indikator Kinerja
Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan
adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan
program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dal
target kinerja ya-ng diharapkan.

5) Anggaran
Merupakan jumlah keseluruhan a.lokasi anggaran yang dibutuhkan
untuk pencapaian tujuan dari program yang dialalisis.

Untuk mempermudah penyusunannya, petunjuk pelaksanaan (Juklak)
PPRG telah memberikan contoh format GBS. Pada prakteknya, beberapa
K/L melakukar penyesuaian dengan kebutuhan dan dilegalkan dengan
peraturan/kebUakan K/L.



Berikut ada.lah contoh format sebagaimana dalam Juklak PPRG adalah
sebagai berikut ini:

Tabel 2.3 Format GBS

(Narna Kementerian Negara/ Lembaga)Nama K/L
Unit Organisasi (Nama Unit Eselon I sebagai KPA)

Unit Eselon II/
Satker

{Narna Unit Eselon ll di kantor pusat yang bukan sebagai
Satker/nama Satkcr

Program Nama Program hasil restrukturisast/ penyempu rnaannya

Kegiatan Nama Ke8iatan hasil restrukturisasi/penyempurnaannya
Indikator Kinerja
Kegiatan

Nama Indikator
penyempurnaannya

Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi/

Kcluaran (output)
kegiatan

Jenis, volume, dan satuan suatu keluaian (outpul) kegiatar hasil
restrukturisasi/penycrnpurnaannya

Analisis Situasi . uralan ringkas yang menggaambarkan persoala! yarrg akan
ditargani/ drlaksanakan, mel-iputi: data pembuka wawasan,
fa.ktor kesenjangan, dan pcnyebab permasalaharr
kesenjalgar, dan penyebab permasalahan kesenjangan
Bender-

. dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpi-tai)
untuk kelompok sasaran baik laki-laki/perempuan tidak
tersedia data kuantitatif maka dapat menggunakan data
kualitatif.

. keluaran loutputl/snb-output kegiatan yang akan dihasilkan
mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu.

Isu gender pada komponen ...
. (isu/kesenjargan gender yang ada pada komponen inputnya)
. (harya komponen yang terdapat isu/kcsenlangan gendcrnya)

Komponen Tahapan dari suatu keluaian (oulput). komponen ini
harus relevar dengan keluaran (ouput) kegiatan
yang dihasilkan.Rencana Aksi

Komponen Dipilih hanya sub-output yang sec.rra langsung
mengubah kondisi ke arah kesetaraar gender

Jurlllah anggaran (Rp) yang dia-lokasikan untuk mencapai
kcluaran (o tput) kegiatan

Alokasi Anggaran
Netuaran (Oatput)
Kegiatan

Dampak/Hasil
Ke lua-ran (Outpuf)
Xcgiatan

Dampak/hasrl secara luas dari keluaral (ourput) keBiatan yang
dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbarkan ke
arah kesetaraal gender.

PER$YATAAN AIICiGARAI{ GENDER

IGENDPR EUDGET STATEMENTI

Jakarta,
Penanggung Jawab

NIP
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Setelah berakhir periode pelaksanaan program/kegiatan, unit organisasi
men5rusun laporar pelaksanaan GBS untuk mendokumentasikan baik
capaia-n kinerja maupun keuangan. Laporal tersebut dapat dituangkan
dalam Tabel 2.4 seperti di bawah ini:
Tabel 2.4 Format Laporan Pelaksalaan GBS
Unit Organisasi
TA

KeteranBar isi dari masing-masing kolom:
Kolom 1 : Nomor urut
Kolom 2 : Berisi progam/kegiatan yang terpilih untuk dilakukar aralisis

gender, diambil dari format GBS baris ke dua mengenai
program/kegiatar dan informasinya sama dengan yang ada
dalam format RKA

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Berisi jumlah anggaran ya:rg dialokasikan untuk mencapai
outcomef output pada program kegiatan kolom 1

Berisi realisasi anggar.rn pada tahun dan program/kegiatan
terkait sebagaimana dalam LAKIP
Berisi persentase realisasi dari alokasi angg€rran
program / kergiatan kolom 1

Berisi dan program /kegiatansebagai dal informasinya sama
dengal
Berisi realisasi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan
terkait sebagaimana dilaporkan dalam LAKIp
Persentase realisasi da-ri target kine{a program/kegiatal pada
kolom 7

Kolom 7

Kolom 8

2.5 Arti PeEting dan Peratr Inspekorat Jenderal dalam pelaksanaan
PeDgaEesa! PUG

Lingkup pengawasan pUG sampai kepada output kegiatan, untuk
memastikan bahwa indikator kinerja output yang terdapat isu gender di
dalamnya telah tercapai dan berkontribusi k.pada-kesetaraarl darikeadilan
gender. Ha1 ini sejalan denga:r reformasi pengelolaan keuangan negara, baik
di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang salah saturiya meiekankal
penguatan pengendalian intern instansi pemerintah.
Inspektorat Jenderal merupakan stakelnlder penting dalam upaya
penguatan pelaksanaan dan pelembagaan ppRG dalam Sislem perencanain
dan Penganggaran. paling tidak terdapat dua peran penting Inspektorat
Jenderal sebagai berikut:
1) sebagai penelaah dalam reviu RKA-K/L pada proses penganggaran;
2) sebagai APIP dalam proses pengawasan.
Panduan ini disusun dan dikembangkan berdasarkan dua peralInspektorat Jenderal tersebut sehingga secara keseluruhan dapaf -J;J"dibagian penting dalam penguatan pelaksanaa-n pUG di lingkungun I(I_HX: 

--

l 2 4 5=(4.31100% 6 7 a=Q'6ltoe/o

Aoka6i
AtrSgaraa

KctraagaD

Reallaasi Peraant4se

Rlnerle

Target Riflltlaol peraeEtaol

l8

Program / Ilcgiata n
l{o yang dilengLapl

d€nge,! cBS
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BAB III
PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PROSES PENGANGGARAN YANG

R.ESPONSIF GENDER

3.1 Slklus PengaDggaraE TahunaD

Dalam PMK mengenai Petunjuk Peny'usunan dan Penelaahan RKA-K/L
Tahun 2O18, disebutkan bahwa alur pengzrnggzrrzrn dilakukan menurut alur
sebagaimala Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Alur Proses Bisnis aluari s.d Desem

Dalam alur bisnis tersebut di atas, dapat dilihat bahwa salah satu tahapan
penting penganggaran yang harus dilakukan oleh K/L adalah penelitian dan
reviu RKA-K/L. Penelitian dan reviu atas RKA-K/L ini merupakan dua hal
yang dapat dilakukan sinergis dan paralel oleh Biro Perencanaan/Unit
Perencanaan dan lnspektorat Jenderal, yang di dalamnya dilakukan proses
penelitian dan reviu terhadap kelengkapan RKA-K/ L (termasuk di dalamnya
GBS) yang telah disusun oleh Unit Organisasi/Unit Keda.
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3.2 Peraa Insepktorat Jeaderal Dalam proacs pengaD.ggaran

Reviu RXA-K/L

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penJrusunan dokumen rencana
keuangan yang bersifat tahunan Uerupi nXe_X/L oleh ApIp untuk
memberika, keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L terah disusun berd.asarkan
Renca:ra Kerja Pemerintah (RKp), Rencara Kerja Kementerian/kmbaga
(Renja KL), dan Pagu Anggaran/Alo kasi Anggaraa, serta kelayakan'rogg*Jo
terhadap sasaran kinerja yang direncanakan dalam upaya memTantu
Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkal nie_Xil_ yang
berkualitas. Reviu RKA-K/L bertujuan untuk memberi keyakinan terbatal
mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L dan pagu Anggaran/Alokasi Anggaran,
serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen penclikung
RKA-K/1.

Kegiatan ini terdiri dari penelitian RKA-K/L yang dilakukan oreh Biro
Perencanaan atau Unit perencanaan yang ada di K7L dan Reviu RKA_K/L
yang dilakukan oleh Inspelrtorat Jenderal atau ApIp.
Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L fokus pada:
1. Kelayakan anggararr untuk menghasilkan sebuah keluaran. Kelayakan

anggar€rn adalah perhitungan besaran kebutuhan anggaran untuk
menghasilkal sebuah kelua:-an dengan mempertimbangkan satuan
biaya yang paling ekonomis da;r spesifikasi yang memadai pada tahap
perencanaan,

2. Kepatuhan daJam penerapan kaidah-kaidah perencanazrn zrnggaran
antara lain: penerapan SBIVI dan SBK, penggunaan akun, hal_hJlang
dibatasi, penganggaran BLU, kontrak tahun jamak, dan lain_lain.

3. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA_K/L
Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya, termasuk
GBS.

4. Rincian Ernggarzrn yang digunakan untuk menandai inisiatif baru
dan/ atau rincian anggaran angka dasar yang mengalarni perubahan
pada level komponen.

Di samping itu, pereviu dapat melakukan reviu untuk memastikan:
1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume keluaran danindikator kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran

kinerja dalam Renja K/L dan RKp.
2. Kesesuaian total pagr: dalam RKA-K/L dengan pagu Anggaran/Alokasi

Anggaran K/L.
3. Kesesuain sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang

ditetapkan dalam Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran K/L.
4. Kepatuhan dalam pencantuman penandaan €rnggaran pada level

keluaral.
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Pada prakteknya, APIP K/L dapat melakukan reviu RKA-K/L secara paralel
dengan penelitian RI(A-K/L dengal Biro Perencanaan/Unit Perencanaan
K/L. Proses reviu dapat digambarkar sebagaimana alur seperti pada Tabel
3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Alur Pelaksalaal Reviu RKA-K/L

Untuk mendapatkan RKA-K/L yang responsif gender dal berkua.litas,
dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara unit organisasi eselon I, Biro
Perencanaan/Unit Perencanaan, dan Inspektorat Jenderal. Sinergi tersebut
dapat digambarkan sebagai berikut:

a. APIP K/L dapat
mela-kukan reviu
paralel den8an
penelitian oleh Biro
Perencanaan/Unit
Perencana;

b. Hasil reviu
dltuangkan dalam
KKR, darr dilakukan
berjenjang oleh
ketua trm dan
pengendali teknis;

c. Tim menlrusun CHR,
disampaikan ke umt
Eselon I untuk
ditindaklanjuti.

Pelaksanaan

a. APIP berkoordinasi
dcngan unit
penlrusunan RKA-
K/L dan Biro
Perencanaan;

b. APIP menerima
dokumair-dokumen
yang akan dr,.eviu;

c. APIP menlrusun tim;

d. Pemahaman objek
reviu olch APIP dan
pemahaman akan
peraturan terkait;

e. Pemilihan prosedur
reviu yang tepat
dengan
mcmpcrtimbangkan
faktor risiko ,

materialitas,
signifikansi ,

ketersediaan waktu,
darr SDM.

Pe!encanaan

a, Ditit <bcratkan pada
pertanggungjawaban
pelaksanaan reviu
yang pada pokoknya
rnengungkapkan
prosedur reviu yang
dilakukan, kasalahan
atau kelemahan yang
drtcmui, langkah
perbaikan yang telah
dilakukan, saran
perbaikan yang tidak
atau belum
drlaksarrakan ;

b. Pelaporan reviu
disusun oleh tiln
reviu untuk
disampaikan kcpada
unit eselon I ya-ng
direviu berupa CHR
dan LHR.

:tlenghasilkan
:RKrq.K/ L v6rs
berkualrtas dan
responsif ge nder

Gambar 3.3 Hubungar Sinergis Antara Pelaku dalam PenBanggaran

2l

ITJGE Rcltu
RI(A.I(/L

Bno

Unit Eselon I

RKA'E1

Pelaporan



Untuk menjalankan sinergi ini, masing-masing pihak mempunyai tugas dan
peran sebagai berikut:
a. Unit Eselon 1

1) Melakukan analisis gender, biasanya menggunakan instrumen GAp
2) Menyrrsun GBS
3) Melakukan tagging pada anggaran tematik ARG. ARG merupakan

salah satu dari anggaran tematik dalam struktur ApBN, yang
muncul dalam format seperti Tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4 Rekap Penandaan Anggaran

A. KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

(Berisikan Nama K/L beserta kodenya)

B. UNIT oRGANISASI (Berisikan Narna Unit Eselon I bcscrta kodenya)

URAIAN TA 20XX
(1) t2t

1l

2l
3)

9.999.999
9.999.999
9.999-999dst

Be Ant8aran
didvana

C PENANDAAN ANGGARAN
Program
.............- (Berisikan Usular hogram)
1. NAWA CITA

2. JANJI PRESIDEN

3 PRIORITAS NASIONAL

4. ANOOARAN TEMATIK APBN

URAIAN TA 20XX
t1) t2t

l)
2)
3)

Bensike Uraie Nawa Cira
yanB didukung

dst

URAIAN TA 20XX
tl) t2)

1)

2l
3) dst

9.999.999
9.999.999
9.999.999

Bensikan Uraid Janji
Presidcn ymt didukung

URAIAN TA 20XX
{r) l2t

1)

2l
3)

''' i ga.iU. Ur"ian priontas
. . I Nasional yans didukuns
... dst'------------

9.999.999
9.999.999
9.999.999

RENAP PEI{ITITDAJII{ AII(XiAR.AN IBUTX;,ET TAGGINq
TIIII'N ANOGARAN 2O'CE

APBN

9.999.999
9.999.999
9.999.999



Informasi rumusan kinerja anggaran sebelumnya disusun dengan
Aplikasi ADIK setelah proses penlru sunan Renja, namun untuk RKA-K/L
2018 dan seterusnya, informasi kinerja anggaran akan disusun lebih awal
bersamaan dengan penyrrsunan Renja K/L dan Informasi Kinerja
Anggaran. Hasil penyusunan dari Aplikasi KRISNA akan dibahas tiga
pihak dan akan menjadi referensi RKA-K/L. Oleh karena ins, tagging pad,a
ARG juga disesuaikan waktunya.

b. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan

1) Mengkoordinasikan peny,usunan GAP dan GBS dalam kapasitasnya
sebagar Pokja PUG K/L.

2) Mengumpulkan GBS sebagai. dokumen pendukung RKA-K/L.
3) Melakukan pemantauan terhadap tagging ARG pada Sistem

Penganggaran.
4) Melakukan penelitian terhadap ketersediaan dan kualitas GBS.

c. Inspektorat Jenderal

1) Memastikan GBS dikumpulkan sebagai dokumen pendukung RKA-K/L.
2) Melakukan pemantauan terhadap tagging ARG pada Sistem

Penganggaran.
3) Melakukan penelaa}an terhadap ketersediaan dan kualitas GBS.

Penelaahan GBS

Penelaahan terhadap GBS dilakukan pada saat reviu RKA-K/L. Penelaahan
ini dilakukan dengan prinsip terintegritas pada proses reviu RKA-K/L
sehingga diharapkar dapat dengan cepat dan mudah dilakukan oleh
pereviu. Penelaahan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentihkasi Kegiatan dengan Isu Gender

Identifikasi ini dilakukan melalui Rekap Penandaan Anggaran. ARG
terletak pada sdah satu anggaran tematik. Unit Organisasi/Unit Ke{a
yang melakukan tagging ARG berarti menyusun analisis gender dan GBS.
Oleh karena itu, perlu ditelaah GBS-nya.

Selain itu, kegiatan prioritas nasional dan yang terkait langsung dengan
pelayanan masyarakat pada umumnya perlu untuk diana-lisis gender,
Lidak semua unit organisasi dan unit kerja melakukan analisis gender
pada kegiatan ini.

2. Melakukan Penelaahan GBS

Reviu terhadap GBS sebagai kelengkapan dari RKA-K/L dilakukan
dengan melihat dua aspek, yaitu:

a. Aspek Pemenuhan Ketersediaan GBS dan
b. Aspek Kualitas GBS.

Adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam penelaahal dapat
dijabarkan dalam Tabel 3.5 di bawah inr.
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Tabel 3.5 Kriteria Penelaahan GBS

3. Membuat Catatan Hasil Penelaahan

Catatan hasil penelaahan GB_S dimasukkan dalam pelaporan reviu yang
disusun oleh tim reviu untuk disampaikan kepadi Unlt Eselon I yani
direviu berupa CHR dan LHR.

I Pemcnuhal
ketersediaan GBS

Unit Organisasi atau Unit
men;rusun GBS

Kerja Unit Organisasi atau Unit
Keda tidak menJ^lsun
GBS

Kualitas cBS a. Pro8ram/kegiatan yang dipilih
untuk disusun OBS
merupakan prograh stratcgis
da-n prioritas, yaitu
prograrn / kegiatan yang:
. mendukung pencapaian

prioritas pembangunal
nasional dan target-target
SDGs.

. merupakan kegiatan
priontas sebagimana
termuat dalam dokumen
perencanaan K/L,
khususnya Renstra dan
RKPD.

. penting dilal<ukart untuk
mengatasi isu gendcr di
sektor terkart.

Data tidak dlsajikar
Data disajikan, namun
tidak rclevan

c. Ana.lisis situasi menyajikan isu
gender secaralelas

Isu gender tidak
teridentifikasi secara jelas
yang berakibat rencana
aksi juga tidak jelas
tujuannya.

d. Ada keterkaitan secara logis
anta-ra analisis situasi darr
rencana aksi dan indikator
kine{a

Tidak ada keterkaitan
logis antara analisis
situasi, rencana aksi dan
indikator kine{a

Indikator kme!a SMARTe Indikator kinerla trdak
memenuhi kriteria SMART

I Penyusunal
pada saat
atau Renja

GBS dilakukan
penl,'usunan RKP

Penyusunan GBS
dilakukar tidak tepat
wa.ldu, misalnya setclah
penyusunan RKA

Aspck IIriterta Potelsl Xelemahan
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Unit Organisasi :

Unit Kerja Eselon II :

I Pro gram / Kegiatan/ Komponen

a. Prograrn/kegiatan yang dipilih merupakan Program Prioritas
Nasronal dalam RPJMN.

b Program/kegiatan yang dipilih merupakan kegiatan yang terkait
dengan pclayaaan kepada masyarakat.
Program/kcgiatan yang dipilih merupakan dukungan pada
pencapaian SDGs.

2 Analisis Situasi
a lsu Bender yarg tendentifikasi didukung oleh data terpilah

dan/atau data spesifi.k gender yang releval.
b Mencantumkan isu kesenjangarl gender dan penyebabnya dari

internal lembaga dan/atau di eksternal.

KesenjanBan gender terccrmin jelas dalam rulnusan isu
kescnj angan.

d Tercantum indrkator (tercantum dalam RPJMN / Renstra) yang akan
digunakan sebagai baseline dalam pengurangan kescnjangan
Scnder,

Rencana Aksi

a Rencana aksi dapat menjawab isu
(internal dan ekstemal) -

gender darl penyebabnya

b Rencana aksi mempunyai alur logis dengan tujuan
Anggaran:
Alokasi anggaran output kcgiatall sesuai dengarr yang tcrcanturn dalarn
pagu indikatif-

5 Dampak:
Dampak/hasil output kcgiala'r bcrkontnbusi pada pengurangan
kcscnjangan gcnder.

Ketcrkartan dengan RPJMN :

Output terkait langsuhg denga-rt indikator yang ada di RPJMN

Rekomendasi perbaikan:

No. PcrtaayaaE Ket.

Peneliti Biro Perencanaan
Jakarta,
Pereviu Inspektorat

Tabel 3.6 lembar Penelaaha\ Gervler Bud.gel Stolemenl (GBS)

c,

c,

3.

4

6.

I
l-

__l

--l

I
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Pengarusutamaan Gender mempakan salah satu strategi pembangunan
nasional yang dilaksanakan guna pencapaiErn kesetaraan gender. Dalam
upaya a-kselerasi pelaksanaan PUG telah diterbitka-n Surat Edara-n Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasiond, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, da-n
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang
Strategi Nasional Percepatan Pengaru sutamaan Gender (PUG) melalui
Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender.

Untuk peningkatan kapasitas pelaksalaan PUG di Kementerian LHK , maka
disusun Pedoman Pengawasal Pelaksaraan PUG, yang diharapkan dapat
mendukung percepatan pelaksanaan PUG. Pedoman pengawasa:r ini
bersifat generik. Oleh karena itu, diharapkan penyempurnaan dari pihak-
pihak terkait guna menjadikan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PUG ini
lebih berdayaguna dan efektif dalam penerapannya.

Inspektur Jenderal,

Dr. Ir Ilyas Asaad, MP., MH.
NIP 19590519 198511 1001
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LAMPIRAN II
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR:
P.0s / rTJEN / SETTTJEN/ KUM. 1/ 09 l20\8
TAHUN 2018
PEDOMAN PENGAWASAN
PEI."qKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PE GAWASAN PELAI(SANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUGI

1.1 Metodologi Pengawasan Pelaksanaan PUG

Metodologi pengawasal PUG pada dasarnya sarna dengan proses
pengawasurn yang selama ini dilaksalakan oleh Inspektorat Jenderal.
Perbedaannya ada pada ruang lingkup pengawaszrn, dimana pada
pengawsaan pelaksanaal PUG difokuskan pada pengawasan pelaksanaa-n
program/kegiatan yarg telah disusun GBS-nya pada saat kegiatan PPRG.
Sehingga dapat dikatakan pengawasErn pelaksanaan PUG menitikberatkan
pada pengawasan PPRC.

Metodologi pengawas€rn Pelaksanaan PUG mencakup tujuh tahapan
kegiata-n yaitu sebagai berikut:

a. Menentukan standar;
b. Mengukur kegiatan yang dilakukan;
c. Membandingkan realisasi dengan standar;
d. Memberikan saran rekomendasi perbaikan;
e. Memaparkan hasil kelemahan dan rekomendasi;
f. Melakukan pemantauan tindak lanjut; dan
g. Men5rusun laporan.

Untuk mendukung tahaparr tersebut, perlu disiapkan komponen-komponen
pengawasan atas pela-ksanaan PUG yang mencakup:

a Instrumen PPRG yalg dinyatakan dalam Petunjuk Pelaksanaan PPRG
sebagai lampiran dari STRANAS PPRG.

h Objek pengawasan, yaitu sejauh mana Unit Organisasi melaksanakan
PPRG yang dibuktikan dengan keberadaan Dokumen GBS maupun
pelaksanaal dari program/kegiatan yang telah memiliki lembaran GBS.

c Pelaku pengawasan, yaitu APIP yang dalam pelaksanaannya dapat
melibatkan pemangku kepentingan (stakeholdefl yang lain, rnisa-lnya
Pokj a PUG.

d Hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksalaan PPRG.

1.2 Tahapan Pengewasan Pelaksanaan PUG

Tahapan pengawas€rn pelaksanaan PUG adalah tahap-tahap kegiatan yang
harus dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PUG oleh
Inspektorat Jenderal. Masing-masing tahapan memililcr tujuan dan manfaat
tertentu untuk memastikar tujual pengawasan yang telah ditetapkan dapat
tercapai.
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Pengawasan pelaksanaan PUG dimaksud untuk mengetahui praktik
penJ rsunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun untuk
mengetahui sejauh mala K/L memenuhi komitmen menyusun GBS,
pemenuhan kualitas GBS, dan pelaksanaan GBS. Meskipun
tahapa;r/ prosedur pengawasan pelaksanaan pUG diatur secara khusus
namun dalam pelaksanaa-nnya dapat dilakukan secara terintegrasi dalam
audit kinerja atau secara terpisah.

Alur tal:apan utama pengawasan pelaksanaan PPRG adalah sebagai berikut:

Gambar 4 I Tal-apal Pengawasar Pelal<sanaan pUG

1.2.1 Tahapan Perencanaar Pengawasan pUG

Tahapan ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus
dilakukan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pUG, yang
mencakup kegiatan pembentukan tim, pembuatan surat
pemberitahuan dan surat tugas, serta Survei pendahuluan.
Sebelumnya, pengawasan PPRG perlu dimasukkan terlebih dahulu
ke dalam kebij akan pengawasan di lingkungan Kementerian LHK.
Dalam rangka menjamin kualitas hasil pengawasan pelaksanaan
PUG, tim pengawas diharapkan memiliki kompetensi yErng seczrra
kolektif harus terpenuhi, yaitu:
1) menguasai Juklak PPRG untuk Inspektorat Jenderal yang

merupakan lampiran dari SEB 4 Menteri tentang Strategi Nasional
Percepatan PUG melalui PPRG.

2) menguasai peraturan perundangan terkait PUG dan ppRG.
3) memahami proses bisnis siklus APBN, mulai dari perencanaan,

pen gan ggaran, pelaksanaan dan pertan ggung'awaban ApBN.
4) memahami analisis gender dan peny'usunan GBS.
5) menguasai dasar-dasar pengawasan.
6) menguasai teknik komunikasi.
7) memahami analisis basis data.

'2A

Tahapa! PercEcatraaa

Tahapaa Pelatsauaaa

T..h.pe PcEJleEp.iE Lepom Eutl Pengrrru pclrtrs.u pUG dE pcErrtsueE TiEdrt Is4ut



1.2.2 Tahapan Pelakssnaan

Tahapan pelaksanaan pengawasan adalal. sebagai berikut:

Gambar 4.2 Lalgkah-Langkah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasal

1. Langkah Pertama Menentukan Kriteria
Pada tahap ini yang dilakukan adalah menyusun kriteria
berdasarkan STRANAS PUG melalui PPRG, kebijakan K/L
tentang PPRG (biasanya dalam bentuk Peraturan Menteri), dan
dokumen perencanaan dan penganggaran (terutama Renstra,
Renja, dan APBN).
SEB Empat Menteri STRANAS PUG melalui PPRG memberikan
arah sebagai berikut:

a. Kementerian LHK agar menggunakan Strategi Percepatan PUG
melalui PPRG sebagai dasar dalam berkonsultasi mengenai
PPRG.

b. Kementerian LHK agar melaksanakan PPRG dalam
penJrusunan RKA-K/L dengan mengacu pada peraturan yang
berlaku.

c. Dalam melaksanakan PPRG, Kementerian LHK agar:

1)mengutamakan program-program prioritas pembangunan
nasional, sebagaimana tersebut pada Buku I RPJMN;

2) memberikan konfirmasi kepada Kementerian PPN/Bappenas
dengan memilih/menentukan progrzun utama untuk
dimasukan dalam PPRG;
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3) menyerahkan Dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan
GBS yang telah disusun, kepada Menteri Keualgal c.q.
DJA, dan salinan kepada Menteri PPN/Kepala dan
Kementerian PP dan PA.

d. Himpunan dokumen PPRG yang disampaikan kepada keempat
Menteri tersebut di atas menjadi dasar acuan dalam mengukur
capaian pelaksanaan PUG dalam administrasi pemerinta-han
dan akan digunakan dalam pengukuran capaian RPJMN.

Dengan demikian, GBS merupakan dokumen yang perlu disusun
oleh Satker di program/kegiatan terpilih sebagai bukti bahwa
PPRG telah dilaksanakan oleh Satker bersangkutan.
Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan ppRG
adalah kriteria yang disusun berdasarkan Juklak ppRG untuk
K/L, yang mencakup:

a Pemenuhan atas ketersediaan GBS;
Regulasi yang ada memandatkan Satker untuk menyusun GBS
sebagai bentuk nyata komitmen Satker dalam melaksanakan
PPRG. Jumlah GBS yang disusun per Satker :

. disesuaikan dengan isi kebijakan daerah tentang ppRG.
Inspektorat Jenderal meminta Satker untuk men]rusun GBS
minimal 1 (satu) program/kegiatan prioritas di Satker
bersangkutan dan ha-l ini dimuat secara jelas dalam regulasi
pemerintah daerah terkait PPRG; dan

. disesuaikan denga:r isu gender di sektor terkait dan
setidaknya ada satu program/kegiatan untuk mengatasi isu
gender terkait memiliki GBS.

Tim pengawas menentukan kriteria sesuai dengan kondisi
satker

b Kualitas GBS; dan

mengin telah responsif terhadap isugender ah dia.lokasikan dana yang
memad gkutan untuk -.rr.rgarriperTnas

Lembar GBS merupakan instrumen untuk memastikan
komitmen pemerintah untuk mengatasi isu gender yang
teridentifrkasi dalam proses analisis gender. tembar GBS yang
diharapkan disusun oleh unit organisasi adalah Lembar GBS
yang berkualitas, yaitu:

1) program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS
merupakar program strategis dan prioritas, yaitu
program / kegiatan ytrn g:
. mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional

dan ta-rget-tal-get MDGs;. penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor
terkait.
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Q analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa
data terpilah atau data spesihk gender;

3) analisis situasi menyajikan isu gender secarajelas;

4) ada keterkaitan secara logis antara a-nalisis situasi dengan
rencana aksi dan indikator kinerja; dan

$ indikator kinerja SMART (Specific, Measurable, Achieuoble,
Realistic, Timebond).

c Pelaksanaaa GBS.

Ditingkat K/L, kebijakan terkait PPRG juga dijadikan kriteria
sebagai bentuk penyesuai.rn atas kebijakan pelaksanaan PPRG
yang tercantum dalam STRANAS Percepatan PUG melalui
PPRG. Namun demikian, da-lam hal KIL yang bersangkutan
belum memiliki kebijakan khusus terkait PPRG, maka
kebijakan di tingkat nasiona-l yang dapat dijadikan kriteria.

2. Langkah Kedua Mengukur Program/Kegiatan yang Dilalrmkan

Langkah ini dilakukan dengan mendapatkal informasi mengenai
program/kegiatan yang dila-kukan, baik melalui reviu dokumen
maupun wawancara atau diskusi denga-n pihak pelaksana
kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi
difokuskan untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di
tingkat Unit Organisasi sehingga pengawas memiliki data dan
informasi uang memadai terkait tiga kriteria yang ditetapkan,
yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS, dan pelaksanaan GBS.

Aktivitas pengumpulan data dan/ atau informasi dapat dilakukal
dengan merninta para pelaksala program/kegiatan yang memiliki
GBS terpilih untuk hadir pada saat pelaksanaan pengawasan
dengan menyiapkan dan membawa data dan/atau informasi ya-ng
diburuhkan oleh pengawas, seperti GBS, Terms of Reference
(TOR) Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan
Keuanga-n dan dokumen perencanaan penganggaran yalg terkait,
mulai dari dokumen RPJMN, Renstra, Renja, dan T AKIP-

Setelah mendapatkan dokumen dan data-data yang dibutuhkan,
tim pengawas melakukal penelaahan atas dokumen-dokumen
tersebut. Proses penelaahan dibantu oleh Daftar Materi
Pengawasan (DMP) sebagaimana tabel dibawah.
Lampiran 1. Daftar Materi Pengawasan.

Ketersediaan
GBS

I

No Aspek Uraian
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dokumen perencanaan meliputi:
1. Dok RPJP
2. Dok RPJM
3. Dok RKP
4. Dok RENSTRA
5. Dok RENJA
6. ARG dalam RKA-K/L
7. Dapatkan GBS
8. Dapatkan GAP



II peraturan terkait dengan ARG

1, Pedoman penyusunan RKP

2. Pedomar penyusunar APBN

3. Peraturan Satker terkait
III Bandingkan kesesuaian

1. Format GBS dcngan pedomannya
2. GBS deogan RKA

3. GBS dengan dokumen perencanaan
lainnnya

4. Buat simpulan hasil pclrgall,asEur
keterscdiaan GBS

I Pastikan program/kegiatan yang dipilh untuk
disusun GBSnya merupakan progra-rn strategis
darr prioritas

II Pastikan analisis situasi rnenyajikan data yang
releva-n, baik berupa data terpilih atau data
spesiflk gender

III Pastikan analisis situasi menyajikan isu gender
secara jelas

IV Pastikan ada keterkaitan secara logis arrtara
analisis situasi dengah rencana aksi dan
indikator kinerja

Pastikan indikator kinerja SMART meliputi

I . Indikator spesifik
2. IDdikator tepat
3. Indikator relevan

4. Indikator realistis

B Kualitas GBS

VI Buat sinpulan hasil kualitas GBS

C I Pastikan indilator output tcrcapai meliputi:

l. Target realistis
2. Strategi pencapaian mangacu pada target
3. Tepat sasaran
4. CBS dijadikan acuar dalarn melaksanakan

kegratan

5. Buat simpulan hasil pelaksanaar cBS

No Aspek

3. Langkah Ketiga Membandingkan Realisasi dengan Kriteria
Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil
pengukuran kegiatan dan kriteria yang telah ditetapkan di
langkah pertama. Dalam membandingkan anta-ra realisasi dan
kriteria, pengawasan perlu memfokuskan pada potensi
kelemahan sebagai tercantum dalam Tabel 4. 1 berikut ini:

Uraian

Pelal<sanaan GBS

32



Tabel. 4.1 Potensi Kelemahar Pelatsanaan PPRG

Jika Inspektorat Jenderal sudah melakukan reviu terhadap GBS
daJam proses penganggaran dengan menelaah GBS pada aspek
Pemenuhan Ketersediaan GBS dan aspek kualitas GBS, maka
hasil reviu tersebut dapat digunakan sebagai bahan yang dapat
dirujuk. Pada tahap ini Inspektorat Jenderal tinggal melihat pada
aspek pelaksanaan GBS. Tetapi, jika Inspektorat Jenderal belum
melakukan reviu GBS, pada tahap ini perlu dilakukan pada
ketiga aspek, yaitu Pemenuhan Ketersediaan GBS, Kualitas GBS,
dan Pelaksanaan GBS. Potensi temuan secara lengkap dapat
dilihat pada Lampiran 2. Potensi Temuan.

(lihat tabel dan
hasil reviu RKA-
KILI

a Pcmenuharr
ketersediaarl
GBS

(lihat tabel dan
hasil revru RKA-
KILI

b Kualitas GBS

Pelaksanaan
GBS

Indikator oulpu,
tercapai

l lndikator ourput tidak tercapar,
dengan beberapa potensi
penyebab antara lain:
. Target tidak realistis
. Strategi pencapaian tidaf<

mengacu pada target,
misalnya target komposisi
peserta lato-la-ki dan
pelempu,rn ditetapkan, narnun
pemilihan peserta scadanya
saja dan tidal<
mempertimbaagkal hal
tersebut.

. Salah sasaran, misalnya
pembangunan jafa. tidak
dilakukan di daerai dengan
AKI tinggi.

. cBS tidak dijadikan acuan
dalam melaksanakan kegiatan.

2. Dan seterusnya...

Poteasi XelemahanNo Aspek
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Terhadap temuan yang dihasilkan, dan untuk lebih dapat
menjamin pengenda-lian mutu pengawasan yang dilakukan, maka
Tim Pengawasan membuat KKA (Kertas Ke{a Audit) sebagaimarra
tercantum dalam Lampiran 3.

4. Langkah Keempat Memberikan Saran dan Rekomendasi
Perbaikan

Berdasarkan kelemahan yang didapatkan pada langkah ketiga,
pengawas men5msun saran dan rekomendasi perbaikan.
Rekomendas.i difokuskan pada perbarkan pelaksanaan PPRG di
masa berikutnya yang disesuaika-n dengan capaian pelal<sanaan
PPRG saat ini. Rekomendasi dapat disusun untuk masing-masing
pemangku kepentingern, antara lain rekomendasi kepada
Pimpinan K/L, Pokja PUG, serta Unit Organisasi. Materi inti
rekomendasi adalah sebagai berikut ini:

a Bagi unit organisasi yang belum menyusun GBS, maka
rekomendasi ditekankan pada perlunya komitmen unit
organisasi untuk menyusun GBS.

b. Bagi unit organisasi yang sudah men)rusun GBS, namun
belum berkualitas, maka rekomendasi ditekankan untuk
meningkatkan kualitas dari GBS yang disusun.

c Bagi unit organisasi yang sudah menJmsun GBS dan sudah
berkualitas, maka rekomendasi ditekankan pada penguatan
implementasi dan pengembangan.

5. Langkah Kelima Menyarnpaikan Hasil Kelemahan dan
Rekomendasi

Pada tahap ini, yang dilakukan ada-lah menyarnpaikan hasil
kelemahan dal saran rekomendasi yang disusun dalam proses
pengawasan kepada pelaksana yang bertujua! untuk
mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tida-k
hanya dilakukar secara sepihaJ<. Masukan yang didapat dalam
tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

No. Indeks KKA tllSatker
Disusun oleh l2l
Direview oleh/tgl. t3l
Disetujui oleh/gl. t4l

Inspektorat Jenderal

1. Ketersediaan Lembar GBS

2. Kualitas GBS

3. Pelaksanaan cBS

Nama Satker:

Hasil Pengawasan

Komentar
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1.2.3

6. Langkah Keenam Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun
Sebelurnnya

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mendapatkan informasi
mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas
saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun
sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah
dilaksanakan rekomendasi ta-hun sebelumnya. Hasil dari
pernantaual tindak lanjut aJ<an ditualgkan dalam draft laporan,
di Bab ten tang Pemantauan Tindak Lanjut.

7. Largkah Ketujuh Menl,usun Lapora-n

Pada Tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang
bahannya berasal dari output yalrg dihasilkan dari langkah-
Iangkah sebelumnya.

Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan
PUG dan Pemantauan Ttndak LanJut

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksalaan PUG
dalam bentuk laporan hasil pengawasan kepada para pemangku
kepentingan yaitu Pimpinan K/L, Pokja PUG/Sekber/Tim Teknis
ARG/sejenis, serta Unit Organisasi yang bersangkutan dalam rangka
perbaika-n pelaksanaan PUG di masa yang akal datang.

Laporan Hasil Pengawasan
1. Jika dilalmkan dengan audit kinerja maka laporan menjadi satu

kesatuan
2. Jika dilakukan terpisah dengan audit kinerja maka laporan

sebagaimana format dibawah.
3. Terhadap laporan sebagaimana poin nomor 1 dan 2 diatas,

Inspektorat Jendera-l c.q. Bagian Program dan Pelaporan
melakukan kompilasi substansi hasil pengawasan pelaksanaan
PUG per triwulan.

4. Laporal kompilasi sebagaimana poin 3 diatas dilaporkan kepada
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku
penanggungjawab PUG.

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELIII(SANAAN PUG SATKER
TAHUN AITG,GARAN .....

2. Saran
Berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan
pelalsalaal PUG di walrtu mendatang, baik yang perlu dila-kukan oleh
Satker bersangkutan maupun oleh Satker Penggerak PUG.
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Bab I : Pendahuluan

1, Sirnpulan
Berisi simpulal hasil pelaksanaal program responsif gender di Satker
tahun anggaran x.



Berisi dasar dila_ksanakan kegiatal monitoring dan evaluasi
program responsif gender TA ..... yang terdiri dari: (i) surat
penugasan dari pejabat yant berwenang; (ii) peraturan terkait pUG.

b. Tujuan
Berisi penjelasaa mengenai tujuan dilakukannya kegiatan
penBawasan pelaksanaan PUG

c. Ruar8 Lingkup
Berisi rualg lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaal pUG, dapat
terdiri dari (i) satu program tertentu; (ii) banyak progam.

d. Batasan
Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakal kegiatan
pengawasarn.

2. Hasil Pergaurasan
Berisi penjelasan mengenai:
Tahapal dalam melakukan pengawasan;
Sumber informas: dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;
Temuan pengawasan;
Berisi penjelasasn mengenai temuan-temuan penting mengenai
bagaimana PUG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS
disusun dan dilaksanakar

3. Kalimat Penutup

Bab II : Uralan Hasll Pengasasan
l. Data Umum

a. Dasar

r Jenderal,

Asaad, MP., MH.

A1

519 19851 1 I OO1
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